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ABTRAKS

Dalam sidang peradilan baik itu hukum Islam maupun hukum Indonesia, seorang
hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara tanpa membeda-
bedakan suku, ras, agama dan bangsa, Untuk itu hakim dalam menjatahkan
putusannya perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mencapai
keadilan hukum yaitu dengan menyertakan dan mengemukakan ala-alat bukti yang
dapat mengungkap kebenaran terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana
pemerkosaan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana di sidang pengadilan merupakan suatu
pondasi utuk menegakkan keadilan, pembuktian merupakan hal yang sangat penting
dalam hukum acara pidana. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka
keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakkan
hukum, karena itu pembuktian harus dijunjung tinggi.

Dalam hukum pidana Islam kejahatan pemerkosaan disebut dengan af-Wat'’i
bil ikrah yang artinya hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan pemaksaan.
Dalam hukum pidana Islam sendiri persetubuhan yang wajib dikenai had atau
hukuman adalah jarimah zina. Hukum Islam menformulasikan bahwa ada dua tahap
yang harus dilalui dalam pembuktian zina yaitu dengan adanya pengakuan dan
keterangan empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segalah sesuatu dengan
terperinci. Kalau melihat pembuktian di atas akan sangat sulit untuk mencapai
ataupun memenuhi dua kereteria tersebut dalam pembuktian tindak pidana
pemerkosaan

Dalam hukum pidana Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu
perkara pidana harus didasani oleh keyakinan berdasarkan pada alat-alat bukt
minimum, meskipun dengan alat bukti yang setumpuk tetapi masih belum
menyakinkan hakim maka ia tidak akan tergesah-gesah dalam menjatukan
putusannya.

Agar penyusunan skripsi ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, di
butnhkan semuah metode unmk sampai pada tujuan yang dimaksud. Pembahasan
skripsi ini mengunakan penelitian pustaka (Librari Research) yang bersifat Diskiptitif
Analitik dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif untok menganalisa
menggunakan Metode Deduktif Analisis.

Bila pﬁ‘muukﬁm tindak pidana mengacu pada pembuktian jarimah zina maka
akan sulit untuk dapat membukiikan terjadinya pemerkosaan, untuk itu dipelukan alat
bukti lain vang dapat menggungkap kebenaran terjadinya tindak padam pemezk saai,
ki ya?fr lain yang dapat dijadikan alat bukti lain adalah sebagaimana yang di
goungkap suatu tindak pidana
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Dalam hal ini, diatur dalam pasal 183 KUHAP, hakim dalam memutuskan suatu
perkara khususnya tindak pidana pemerkosaan harus didasari oleh keyakman hakim
yang berlandaskan pada bukti minimum yaitu dua alat bukti yang sah yang diatur
dalam undang undang yang belaku. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum
pidana Indonesia diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam hukum pidana Indonesia, untuk acara pemeriksaan yang digunakan
dalam memeriksa tindak pidana pemerkosaan adalah hukum acara pemeriksaan biasa,
sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang
hukum acara pemeriksaan apa yang digunakan dalam memeriksa tindak pidana

pemerkosaan.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

ditulis
ditulis
C. Ta’ marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis #
ditulis
ditulis

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan /.
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

apostrof
Ditulis a'antum

Ditulis - diddat

Dituhs H lain Syakm”m

. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah dan huruf Syamsiyvah maka ditulis dengan
menggunakan huruf awal “al”

ditulis

ditulis

1. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan serta ketertiban dalam masyarakat akan tercapai dan
terlaksana apabila tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan dan norma-
norma yang ada, dianggap salah jika telah melanggar norma-norma yang ada,
sedangkan perbuatan dianggap suatu kejahatan jika telah melanggar norma-
norma hukum yang ditetapkan sebagai undang-undang oleh suatu negara.

Tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat adalah
pembunuhan, pencurian dan tindak kejahatan kesusilaan pada khususnya
tindak pidana pemerkosaan. Jika melihat dari segi penderitaan korban
pemerkosaan, akibat pemerkosaan tidak kalah mengenaskan dengan kejadian
pemerkosaannya, trauma yang terbawa dalam hidup wanita tersebut akan
terus membayangi hidupnya, bisa jadi trauma ini berdampak pada pergaulan
sosial mereka. Dalam hal ini KUHP pasal 285, merumuskan tindak pidana
pemerkosaan sebagat berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman memaksa perempuan
vang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena pemer staan,

dlpldam dengan pidana penjara sclama-lamanya dua belas tahun
uﬁ_ﬁ;&fu. '
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“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” distni sudah menunjukkan
betapa mengerikan ancaman pemerkosaan tersebut.

Dalam kamus hukum kata pemerkosaan mempunyai arti gagah, kuat
juga berarti paksa, kekerasan.'

Dalam pasal 89 KUHP menjelaskan yang sebenarnya dimaksud
dengan “Kekerasan,” adalah “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya
disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Menurut Simon, yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld dalam
KUHP pasal 285, ialah: setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu
berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. >

Tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP, itu
ternyata hanya mempunyai unsur obyektif, masing-masing yaitu:3
1. Barang siapa

2. Dengan kekerasan atau

3. Dengan ancaman memakai kekerasan
4 Memaksa
5. Seorang wanita

6. Mengadakan hubungan kelamin di uar perkawinan

~

Dengan dirinya
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Walaupun di dalam tumusannya, undang-undang 'tidak mensyaratkan
keharusan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan
perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dicantumkannya
unsur “memaksa” di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam
pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana pemerkosaan
seperti yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP, itu harus dilakukan dengan
kesengajaan.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa
melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP, terbukti mempunyat
kesengajaan melakukan tindak pidana pemerkosaan seperti  yang
dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa
dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus
dapat membuktikan tentang:”

1. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa memakai kekerasan.
2. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk mengancam akan

memakai kekerasan.

3. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk memaksa.

4. Adenya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah
seorang wanita yang bukan istrinya.

5 Adanya “pengetahuan” pada terdekwa bahwa yang dipaksakan unfuk

RS NS SO 141 et sl ialala- i RN TS S SO .
dilakukan oleh wanita tersebut ialah: untuk mengadaken hubungan
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Undang-undang No. 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.
pasal 6 ayat (2), yang berbunyi:

“Tidak scorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

keyakinan bahwa sescorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,

telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara pidana
sebab apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian, maka keputusan yang
dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum,
oleh karena itu pembuktian harus dilakukan dengan benar-benar agar keadilan
harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini. Olch karena itu dalam
menyelesaikan persoalan seseorang tidak boleh asal menyalahkan orang lain,
tanpa disertai dengan adanya bukti-bukti yang kuat apabila dalam masalah
pidana.5 Untuk mendapatkan bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku suatu
tindak pidana, penyidik biasanya menggunakan alat bukti baik itu berupa
“saksi hidup” yattu: orang-orang yang menyaksikan, melihat, atau
mengetahui, maupun “saksi mati” yartu: bukti-bukti yang ditinggalkan oleh

o 6

pelaku.

Sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah melindungi

an menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau
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dengan kata lain, untuk mengayomi masyarakat.” Sehingga tujuan tersebut
harus dijaga agar adanya kejahatan yang membawa korban jangan sampal
membawa korban lain. Maksud dari korban lain, di sini adalah seseorang
yang sebenarnya tidak bersalah dinyatakan bersalah karena adanya kesalahan
dalam proses 'penykfﬁkzmg Kalau sampai terjadi kesalahan kepada orang lain.
Maka hal tersebut, sudah melanggar salah satu darj asas-asas hukum pidana
yaitu “dsas larangan memindahan kesalahan kepada orang lain”. ’

Tujuan dari pembuktian semata-mata untuk mencari kebenaran atau
jawaban yang sebenarnya atas sesuatu tindak pidana. Hal imi dimaksudkan
untuk menghindari adanya fitnah yang disebabkan menuduh tanpa bukti dan
alasan kuat. Untuk menghindari adanya fitnah yang disebabkan menuduh
tanpa adanya alat bukti dan alasan kuat maka dalam pembuktian tindak
pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan harus disertai dengan alat bukti
yang sah menurut Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini, diantaranya

dalam pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahh

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa.

0
2
0
o0

g

7 Moeliatno, Fungsi dan Tujuan Hikium Pidana Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara,
him 17




Dalam sistem hukum Islam, hukum adalah bagian yang tidek dapat di
pisahkan dari kesusilaan atau akhlak, oleh sebab itulah hukum dan akhiak
merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama [slam. ™
Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya
menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang
timbul dari nuraninya akan ménentukan perbuatan mana yang jahat serta akan
menentukan apakah ia akan melakukan atau tidak melakukan perbuatan
tersebut.!! Disamping norma kesusilaan yang disandarkan pada pribadi tetapi
berfungsi mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman, dan

sangsi, aturan itulah yang disebut dengan hukum. 2

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendir,-

menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan individu dan
masyarakal serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan
kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa,
harta maupun kehormatan. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesual
dengan konsep tujuan umum disyaratkan hukum, untuk merealisasikan
i3

emasizhatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.” Dalam hukum

pidana Islam masalah kejahatan pemerkosaan adalah al-Wat'i bil Tkrah vaitu

12: 8 1
iagana

H

m kelamin yang dilakukan dengan paksaan, dalam hukum pidana




Islam, hubumgan persetubuhan yang wajib dikenai dengan had adalah
jarimah zina."* Figih (hukum Islam) menformulasikan, bahwa ada dua tahap
yang harus dilalui dalam pembuktian jarimah zina, vaitu adanya pengakuan
dari pelaku dan adanya empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala
sesuatu dengan terperinci. P

Kalau kita lihat dalam pembuktian di atas, akan sangat sulit untuk
mencapai atau memenuhi dua kritenia tersebut dalam membuktikan adanya
tindak pidana pemerkosaan. Di samping itu, terlihat juga adanya unsur
diskriminasi dalam sistem pembuktian tersebut. Abdullah Ahmad An-Na'im
sebagaimana mengutip pendapat Abd Al-Qodir ‘Audah menyatakan bahwa
“Aturan-aturan pembuktian dalam pidana hukum [slam mengandung
diskriminasi, seperti ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka
berkompenten menjadi saksi dalam beberapa kasus.”"

Dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, haruslah disertai
dengan pembuktian. Jika suatu perkara tidak mempunyai bukti akan ditolak
oleh majelis hakim dan perkara tersebut menjadi gugur, pembuktian di depan

pengadilan adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam

15

oTITn Ticmpriirs LT Tearsny Frirdrers Fodrmai {3 meratraria T
STSU, .}'f}:ﬁ)'a! {11.’;1722{/17 Pidana fsiani). {(Yogvakaria riu

18 Abgullah Ahmad an-Na'im, Dekontruksi Syari afi: Wacan Kebebascn Si
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Memsia dan Hubungan Internasional delam Hulum Islam, cet k

dan Amirudin Arrani, {Yogyakarta: LKIS, 1976), him. 233
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hukum acara peradilan, sebab hukum peradilan dalam menegakkan hukum
dan keadilan, tidak lain berdasarkan pada asas keadilan. o

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara
mencapai keadilan hukum yaitu: menyertakan saksi atau bukti-bukti yang
mengungkap kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar.

Para ulama scpakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum
kecuali apabilah telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak.'® Dalam hukum
acara peradilaan Islam, dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu
perkara, pengadilan juga memerlukan alat bukti. Alat bukti tersebut adalah:

1. Asy-Syahadah (Saksi)

o

Al-Igrar (Pengakuan)

[O%]

Al-Qara’in (Tanda-tanda)
4. Al-Khibrah (Pendapat ahli)
3. Maklumatul Oadhi (Pengetahuan Hakim)

6. Al-Kitab (Tulisan/Surat)

~J

y 58
Al-Yamir (Sumpah) ’
Sistemn pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu

perkara karena pembuktian di muka hakim pengadilan merupakan hal yang

17 iy - - . 3 P . 4 o
17 Rainan A Rasvid, Hukum Acara Peradiion Agama, W, 15

R x o T e sleastas 1777 Drece. 2002)
S Taufiqul Hulam, Reakialisasi Alat Bukti Tes DNA, (Yogyakarta: Ul Press, 2002),
hWm.5
H 1 £ By sed D pira hasleifrizn AA2 00 i ; vvls Foo / 13 ahaon
¥ atmad Fathy al-Bahansy, Teori Pembidkiian Memrut Figh Jinayah Islam, Ahli bahasa
Usman Hasyim dan Tonu Rahman. { Yogyakarta: Andi Ofset, 19843, him. X
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Berlatar belakang dari alat bukti hukum pidana Islam dan hukum

pidana Indonesia yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana

pemerkosaan, penyusun kemudian tertarik untuk meneliti tentang pembuktian

tidak pidana pemerkosaan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka

dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam

penyusunan skripsi ini yaitu sebagat berikut:

1. Alat bukti apa yang bisa digunakan dalam pembuktian tindak pidana

pemerkosan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. ?

2. Acara pemeriksaan apa yang digunakan oleh hakim dalam tindak pidana

pemerkosaan, menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana

Indonesia.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai bertkut:

Untuk menjelaskan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian

tindak pidana pemerkosaan menurut hukium pidana Islam dan



2. Adapun kegunaan penyusunan skripsi i adalah sebagai Bertkut:

a. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bag
penyusun khususnya dan masyarakat (pembaca) pada umumnya
tentang alat bukti yang di gunakan dalam pembuktiaan tindak
pidana pemerkosaan, baik menurut hukum pidana Islam maupun
hukum pidan positif.

b. Diharapkan skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran
tentang alat bukti yang di gunakan dalam pembuktian tindak
pidana pemerkosaan, sebagai bahan perbandingan dengan karya —

karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka
Rerdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, seputar
pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh
para ahli, tetapi pembabasan tentang pembuktian dan alat bukti biasa
digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan masih sedikit
menjadi bahan perbincangan mereka. Diantaranya adalah:
Musriyadi (2001), dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan
Hakum terhadap hak-hak korban Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif,” walaupun membahas tentang tindak pidana pemerkosaan.
1 1 Tadi

N Tesmaem omua der Qiel . TR VR SO S e :
Narnon hanya dari sisi perlindungan hukum bagt Korban pemerxosaan. Jact,
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ukom Terhadap Hak-Hak Korban Pemerkosaan Menurut
. Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah TATN Su-Ka, 2001



Skripsi saudara Nur Rohman, mahasiswa Fakultas Syari’ah [AIN
Sunan Kalijaga, yang menyelesaikan studinya pada tahun 2001, yang
berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Dengan Visum
et Repertum,m la menerangkan dan menjelaskan secara umum tentang
penggunaan Visum et Repertum sebagal alat bukti tindak pidana zina, tanpa
menjelaskan secara terperinci tentang alat bukti lain yang dapat digunakan
untuk membuktikan tidak pidana zina, dan hanya maenjelaskan secara
terperinci satu alat bukti saja yang dapat digunakan dalam membuktikan
tindak pidana zina yaitu Visum el Repertum.

Sedangkan dalam bukunya yang berjudul kapita Selekta Hukum
Tindak Pidana dan Kriminologi” Ramli Atmasasmita menjelaskan:
Karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan berbeda dengan karakteristik
tindak pidana lainnya (Pembunuhan, Pengamayaan berat, atau pencurian
dengan kekerasan) dan perbedaan ini terletak pada pelakunya maupun pada S1
korban. Karakteristik pada pelaku pada umumnya memiliki lima motif
altemnatif (Power motive, sexual motive, SOCIo sexual motive, grievance
motive, dan coercive sexual motive). Sedangkan karakteristik pada korban
pemrkosaan ialah: pada umumnya dan biasanya selalu wanita dan korban
wanita terbanyak adalah mereka yang lebih berada di luar dan jauh dan
rumah kediaman dan berada di tempat umum pada malam hari, se

1, k3 : : 3 - [ 1 P s 4y
korban senmng dipandang berpartisipast’  atau

sy vy ey 17 evn vt oy Joloakfoy P AP S I e o Ts Frrva  Waedpan i lryers {0 ovam ey gy
Amase smita, f\.(,{j’/u’u f}d.‘]r:f/éfu ;’1’(:;’7&4';;/: FPicura oan KFOiinoiogl. {andung:



“menyetujui” dengan tindak pemerkosaan tersebut, apalagi jika hubungan
korban dengan pelaku sangat erat (intim), misalnya: Tunangan, pacar atau
suami. Buku tersebut hanya membahas tentang karakteristik pelaku dan
korban tindak pidana pemerkosaan, tanpa menyentuh pembahasan tentang
pembuktian tindak pidana pemerkosaan.

Dalam buku, Kejahatan Terhadap Kesusilaan.”® Karangan Laden
Marpaung. Membahas tentang bermacam-macam kejahatan kesusilaan, di
antaranya pada bab kedua membahas tenténg gambaran dari keadaan korban
tindak pidana pemerkosaan, dan bab ketiga membahas bermacam-macam

tindak pidana kesusilaan disertai dengan pasal-pasal tindak pidana kesusilaan.

Kerangka Teorietik

Dalam kontek kekinian dan kemoderenan dewasa ini, Komplehsitas
problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan sotusi hukum Islam
secara efektif. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern,
sernakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas yang sering dikumandangkan oleh
para ahli makin dituntut kongkritisitas pembuktiaannya. Karena ifu, kajian
figih Islam mengenai berbagal persoalan yang dihadapi oleh masyarakat

modern merupakan kajian menarik, aktual, dan perlu terus dilakukan.

RO DAURUUIS TS S SO ETRID ¥ e Apyegas toriria
undamental  Agkum Isiam  dibentuil  dengan  wyjuan

% O SOV i mei o lom Asmoan meaed TEeT T SN Jp . Tolaam
Hal in1 tentu saja derjalan dengan misi utama dikarenakannya agama 1S

ot

1
Sinar Grafika, 1996}

Marpaung, Kejahatan terkadap Kesusitaan dom Masaloh Prevensinya, (Jakartg;



sendiri, vaitu menegakkan kemaslahatan manusia secara universal. Untuk
merealisir kemaslahatan ini, Islam memiliki dua sumber pokok hukum berupa
nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Dua sumber hukum Islam tersebut, yang
memuat tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang konprehensip dan
berlaku secara wmiversal. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya
waktu dan berubahnya waktu, berubahnya tata kehidupan sosial kémanusiaan,
dalam tatanan fraksi hukum Islam sempat dipengaruhi oleh adanya perubahan
dalam masyarakat adanya fenomena semacam itu menyebabkan hukum Islam
harus bisa menyesuatkan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi
masyarakatnya, sebagai konsekuensinya dari hal tersebut hukum Islam
membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaharuan, dengan catatan
pembaharuan itu tidak keluar dari aturan nas al-Qur’an dan as-Sunnah.
Upaya pembaharuan hukum Islam itn tidak ditujukan pada aspek-aspek
ibadah ritual seperti shalat yang sudah memiliki aturan-aturan khusus
berdasarkan nas yang garh’i, tetapi pada aspek-aspek seperti muamalah
seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik yang seringkali aturan-
aturannya tidak terdapat dalam al-Qur 'an dan as-5 wnnah. Namun yang paling
penting dari setiap upaya pembaharuan dalam bidang hukum bahwa
semestinya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila
hal ini dikaitkan dengan figih jinayal, maka setiap upaya pembaharuan yang

It alry e "o Aar : a1lr 1o Tay ¥ : 141 ¢ e 3
dilakukan terhadapnya, baik dalem lapangan 12 ywifis atgupun prakiis narus



Dalam sebuah proses beradﬁan seorang hakim dalam memutuskan
perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya
bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam KUHAP pasal 183
berbunyi:

“[{akim tidak boleh menjatubkan pidana kepada sescorang kecual

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 1a

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Di dalam proses pemeriksaan peradilan sebelum ditarik kesimpulan
akhir yang dituangkan dalam keputusan, dalam tugasnya pengadilan harus
berpedoman pada aturan-aturan yang disebut dengan hukum pembuktian.
Oleh karena itu, pengadilan (hakim) tidak boleh hanya bersandar pada
keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil yang
dikemukakan para pihak yang bersengketa yaitu berupa alat bukti.

Apabila secara mutlak diperbolehkan hakim menyandarkan
keyakinannya saja tanpa alat bukti lainmya akan dapat berakibat terjadinya
tindakan sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu sangat subjektif
sekali. Maka dari itu sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan
oleh para pihak yang bersengketa itu menjadi pula dasar pertimbangan bagi
hakim agar dapat dicapal suatu keputusan obyektif, R. Subekto, berpendapat
bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau
dalil-dalil vang dikemukakan dalam suatu perseng‘xeta&n.2:L

Ketentuan i adalah wntuk menjamin tegaknya kebenaran dan
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menjunjung tinggl keadilan dan kebenaran, hal ini tercantum dalam firman

allah SWT, yang berbuny:

Selanjutnya, agar dapat diperoleh suatu keputusan yang benar-benar
adil, maka seorang hakim memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga
kesalahan dalam memberikan'keputusan dapat dihindar.

Sebagaimana telah diterangkan pada latar belakang masalah bahwa
tindak pidana pemerkosaan serta pembuktiannya mengacu pada pembuktian
jarimah Zina. Marsum dalam bukunya yang berjudul Jinayah (Hukum Pidana
Islam) menjelaskan “Pembuktian delik Zina hanya bisa dilakukan dengan
pengakuan (Igrar) dan pelakunya, dan dengan empat orang saksi laki-laki
yang menerangkan segala sesuatunya dengan tsrpar:inci.26

Kalau melihat rumusan pembuktian di atas, akan sangat sulit apabila
diterapkan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan, m“’ungkin akan
lebih mudah apabila menggunakan rumusan al-Bayyinah sebagaimana yang
telah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim beliau mengatakan: bayyinah itu adalah

segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran sesuatu.

# An-Nisa’ (4): 58
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¥ \arsum, Jinayeh (Hukum Pidana Islam), him 88.
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Oleh karena itu dalam membuktikan tindak pidana pemerkosaan tidak
harus terpancang pada macam alat bukti yang telah ditetapkan, akan tetapi
dapat diambil dari apa saja yang ada kaitannya dengan pembuktian tindak
pidana, dan bagaimanapun caranya pencarian bukti tersebut harus benar-
benar dilakukan secara maksimal, bila di situ mengandung hajat dan
kemaslahatan. Dalz;m hal ini, penyusun melihat bahwa penerapan alat bukti
al-Qarinah dan al-Khibrah bisa menjadi sebuah alternatif yang baik.

Penerapan alat bukti garinah dalam pembuktian tindak pidana
pemerkosaan bisa mencakup apa saja yang dapat dijadikan petunjuk dalam
mengungkap kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi, adanya benda-
benda milik pelaku pemerkosaan yang tertinggal di tempat seperti: Rambut,
bercak darah, sperma, atau benda lain milik pelaku yang tertinggal bisa
dijadikan bukti yang kuat setelah melalui pemeriksaan. Pada proses
selanjutnya, alat bukti ¢/-Khibra memegang peranan penting karena untuk
memeriksa benda-benda tersebut, tentunya diperlukan seorang ahlL

Pembuktian tersebut juga sebagai solusi alternatif ketika kerangka
pidana hukum Islam mengalami kebuntuan, hal ini, karena hukum pidana
Tslam secara keseluruhan beserta batasan tentang hal-hal yang sangat
manusiawi, selain itu juga ada standar pembuktian yang “tidak mungkin”
dipenuhi sementara hukuman tethadap beberapa tindak pidana yang lain

3 3, 124l s 13 1,000 33 27
disertakan pada “ketelitian atau kebijaksanaan haxim.
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Sebagai landasan dalam melihat alat-alat bukti 'pemerkosaah dalam
hukum Islam adalah:

Dalam firman Allah SWT:

28&3&: J,\-}@PHMBS;M,-@W ;\Q}_}‘\g éjij
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Dalam Hadist Nabi:
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Dalam kaidah Ushul Figh:
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¥. Metode Penelitian

1.

[UN]

Jenis Dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kajan
pustaka atau literature (Library research), yaitu: dengan meneliti sumber-
sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu:  dengan
menguraiakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah
dari kedua sistem hukum tersebut kemudian dikajl secara cermat yang
kemudian diambil suatu kesimpulan,
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka untuk
memperoleh data dari berbagai sumber yaitu:
a. Sumber Primer
Al-qur an, hadis, Min Turug Al-Isbat fi as-Syari ‘ati wa Fi Al-
ganuni, karya Ahmad Abdu Al-Mun'im Al-Bahy, Teori Pembuktian
menurut figih Jinayah islam, karya Ahmad Fathi Babansy, KUHP
dan KUHAP
b. Sumber Sekunder.
Vaita mengumpulkan data pustaka atau kitab lain vang ada
relevansinya dengan masalah pembuktian dan alat bukti.
Pendekatan Penelitian

1 1 2 clrrimas ) e 7 o3 alras + e
Dalam nembahasan skripst ini, penyusun menggunaxan meioac



2 Pendekatan Yuridis, yakm pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur
tata aturan per-Undang-undangan yang berlaku.
b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengamati dasar
penetapan hukum yang terdapat dalam al-Qur ‘an dan as-Sunnah.
4. Analisis Data
Dalam menganalisis data dan menginterprestasikan data yang te}ah
terkumpul, penyusun menggunakan metode komparasi yaitu: dengan
membandingkan pembuktian dan alat bukti dalam acara pemeriksaan
tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Istam dan hukum pidana

Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembatasan skripsi ini secara garis besarnya
penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama
yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab 111 dan Bab IV diakhiri dengan Bab V.
Bab pertama, yang merupakan abtraksi dari kesefuruhan skmpsi im,
skan diuraikan tentang permasalahan tersebut yang dipandang penting untuk
diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang
lingkup masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar

1

memiliki arah vang jelas. Telaal pustaka merupakan kajian-kajian yeng




metode penelitian sebagéi langka-langka yang ditempuh dalam pengumpulan
data dan menganalisis data, diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk
menerangkan altur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, berisi tentang pembuktian dan alat bukti tindak pidana
pemerkosaan dalam hukum Islam, hal ini dimaksudkan dalam rangka
memberikan kejelasan tentang masalah dan judul penelitian yang dijadikan
penelitian. Dalam bab ini memuat tentang uraian pembuktian dan alat bukti
tindak pidana pemerkosaan, yang dikembangkan dengan pengertian tindak
pidana dan pembuktian ditkuti dengan macain-macam alat bukt, serta
pembuktian dilanjutkan dengan acara pemeriksaan dalam hukum pidana
Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pembuktian dan alat bukti dalam
hukum pidana Indonesia, yang meliputi penertian tindak pidana dan
peambuktian, macam-macam acara pemeriksaan, macam-macam alat bukfti,
dan diakhiri dengan pembahasan sistem pembuktian dalam hukum pidana
Indonesia. Pada bab ini difokuskan pada pembahasan pembuktian tindak
pidena pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia, sebagai perbandingan
pada bab sebelumnya.

Pada Bab Keempat, setelah dipaparkan pembahasan pada bab-bab
sebetumnya mengenal pembuktian tindak pidana pemerkosaan, baik dari
hukum pidana Islam maupun delam hukum pidana Indonesia, maka pada bab
ini akan 'me'ngaﬂaﬁsa pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam acara
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segi pembuktian, alat bukti dan dari segi acara pemeriksaan. Sebagat jawaban
atas pokok masalah yang terdapat dalam bab pertama.

Pada kelima, merypakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan
dari dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar

pustaka dan {ampiran-lampiran penting lainnya.



A. Kesimpulan
Dari uraian dalam bab-bab terdahulu tentang hal-hal yang berkaitan
dengan kejahatan atau tindak pidana pemerkosaan dan pembuktiannya. Maka
penyusun mengambil garis besar kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbicara mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan tinjauan
pembuktian dalam acara pemeriksaan menurut hukum pidana Islam dan
huum pidana Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan (al-Wat'i bil ikrah)
yaitu hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan
paksaan, dalam hukum pidena Islam, hubungan persetubuhan yang wajib
dikenai hukuman had adalah jarimah zina, dengan demikian
pembuktiannya mengikuti pembuktian jarimah zina yaitu dengan igrar
(pengakuan) dan ash-syahadah (saksi) empat orang laki-laki yang
menerangkan segalah sesuatunya. Selain alat bukti igrar dan ash-
syahadah, dimungkinkan penggunaan alat bukti lain jika kedua alat bukti
tersebut tidak dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang
ada, penggunaan alat bukti al-Qarinah dan al-Khibra dimungkinkan selain
karena alat bukti tersebut dihapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam
pembuktian tindak pidana pemerkosaan, alat bukti tersebut juga
merupakan alat bukti yang diakul oleh hukum pidana Islam. Sedangkan

dalam hukum pidana Indonesia untuk membuktikan terjadimya



pemerkosaan memakai sistem pembuktian negatif yaitu keputusan hakim
tentang suatu perkara tindak pidana pemerkosaan harus berdasarkan pada
keyakinan dan sertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang yang berlaku, mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184

KUHAP, vaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa.

S

Dalam acara pemeriksaan yang digunakan hukum acara pidana Indonesia
dalam memeriksa tindak pidana pemerkosaan adalah mengunakan acara
pemeriksaan Biasa, sedangkan delam hukum pidana Islam acara
pemeriksaan tidak ada ketentuan fentang acara pemeriksaan yang
digunakan dalam memeriksa suatu tindak pidana, kalau dilihat dalam
memproses suatu tindak pidana hampir sama dengan acara pemeriksaan

vang digunakan dalam hukum Pidana Indonesia.

B. Saran-Saran
1. Dalam masalah pembuktian tindak pidana pemerkosaan, hukum pidana
Islam tidak harus menggunakan alat bukti pengakuan dan keterangan
empat orang saksi laki-laki saja, dapat juga menggunakan alat bukti lain
yang dapat membuktikan suatu tindak pidana yaitu alat bukti berupa af-
Qarinah dan al-Khibrah, dengan dua alat bukti tersebut dapat membantu
dalam membuktikan tindak pidana pemerkosaan. Dan dapat dijadikan
sebagai solusi alternatif ketika hukum Pidana Islam mengalami suatu

kebuntuan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Dianjurkan pada



saan, ketika terjadi tindak pidana pemerkosaan diharapkan
sesera melapor pada vang berwajib, dengan segera melapor pada pihak
vang berwajib dapat memudahkan pthak yang berwajib menemukan
petunjuk-petunjuk yang masih baru, karena Visum yang identik dengan
sebagai penganti banrang bukti dibutuhkan kecepatan untuk membuatnya.
Untuk menentukan apakah dalam tubuh korban terdapat sperma atau tidak,
paling lambat harus dilakukan dua hari setelah perstiwa tindak pidana
pemerkosaan terjadi dan untuk menggetahui apakah sperma masih
bergerak atau tidak | diperlukan waktu empat sampai lima jam setelah
kejadian tindak pidana pemerkosaan.

2. Diharapkan dalam acara pemeriksaan agar tidak mempersulit dengan
laporan yang di ajukan oleh si korban, dan pihak yang berwajib segera
dengan cepat menindak lanjuti laporan yang diajukan oleh pihak korban
dengan secepat-cepatnya, karena korban tindak pidana pemerkosaan sudah
mengalami penggalaman buruk dan menggalami suatu trauma, baik itu
maupun trauma social masyarakat dan trauma pada batinnya sendiri.

Akhirnya sebagai penutup, penyusun meminﬁa maaf yang sebesar-
besarnya atas keterbatasan dan kekurangan dalam’ penyusunan skripsi ini.

Penyusun juga menggucapkan syukur Alhamdulillah dan banyak terima kasih

kepada semuah pihak yang telah berxenan membantu, dalam menyelesaikan

skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun

khususnya dan para pecinta ilmu pada umumnya. Amin.. !
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Sesungguhnya Alleh  memenintabkan  kamu untek

menyampaikan ~ amanat  kepada  yang berbak
menerimanya kalau kamu menetapkan hokum kepada

orang lain lakukan secara adil Allah telah memberimu |

sebaik-baik pengajaran. Sesungguhnya Allah maha
mendengar lagi maha penyayang.

Dan wanita-wanita vang telah melakukan perbuatan
keji harns disaksikan empat orang saksi

Bila baju depan Yusuf yang Ttobek (koyak),
perempuanlah yang benar dan Yusuf yang dusta.

Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan
dakwaan mercka, tentulah banyak orang yang
mendalkwakan darah orang dan hartanya, akan tetapi
orang yang didakwa itu harus bersumpali.

Hukum itu menggikuti kemaslahatan yang rajih

Perlakuan  seorang  pemimpin  terhadap  yang
dipemimpin mengikuti maslahat.

il

Jarimah adalah larangan Syara’ yang diancam oleh
Allah dengan hukuman had dan ta’zir

19

Adapun orang yang melontarkan tuduan kepada
wanita yang yang bersuami, kemudian mereka tidak
dapat mendatangkan empat orang saksi, maka
derahlah mereka dengan delapan puluh kali derab.

18

Dan rasul yang kami utus sebelum kamu hanya orang-
orang biasa yang kami beri wahyu. Maka tanyakan
kepada orang-orang yang mengert bila kamu tdak
tahu.

33

24

Dan bila mereka dimintai untuk kembali kepada Allah
dan Rasul-Nya dalam menetapkan putusan.

38

28

Yusuf berkata, dialah yang menggoda dan berusaha |

mengnasai  dirku  dan ada seorang saksi dani
familinya. Dan bila bajn vusuf yang robek (koyak)

perempuaniah yang benar dan Yusuf yang berdusta. |
Dan bila gamisnya robek (koyak) d belakang Istri |

tuan yang berdusta dan yusuf termasuk orang-orang
yang benar

40

31

Dan Rasul Yang kami utus sebelum kamu, hanya

orang-orang  biasa  yang kami bert  wahyu.

Tanyakanlah kepada orang yang mengerti bila kamu

gdak tahu
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Dan apabila mereka ditanva kepada Allal
Nya agar rasul  menghukum (memzadib uum ara
mereka berpaling sesudah ftu, sesekal
bukanlah orang-orang vang beriman.

39

Lihat Bab 1, him 17, fotnote no. 30: idem

v

Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan |
dakwaan mercka, tentulah banyak orang vang,

mendakwakan darah orang dan hartanya, akan tetapi
orang yang didakwa itu harus bersumpah

Ketahuilah bahwa bahwa Allah yang menghidupkan |
kami setelah bumi itu mati, kami telah terangkan !
kepada kamu semuahnya  sesungguhnya ayat |

kebesaran Allah agar kamu mengerti.

77

Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kami
membawah ayat-ayat yang jelas dan kami turunkan
bersama mereka kitab-kitab suci keadian agar
manusia tegak bersama keadilankami turunkan besi
di dalamnya tenaga yang yang sangat dahsat dan
berbagai manfaat bagi manusia agar Allah tabu siapa

yang membelah agama-Nya, mesti tidak tampak. |

Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa.

77

Katakanlah aku berada di jalan vyang jelas dan
tuhanku yang kamu dustakan itu, saya tidak
mempunyai azab yang kamu inginkan terjadi segera.
Keputusannya ada di Tangan Allah semata-mata.
Dialah pemberi kaeputusan yang paling baik.

82

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa,
sedangkan sumpah ifu wajib bagi orang yang
mengingkarinya

84

Lihat Bab IV, him. 82 fotnote no. 8: Idem

86

Yang tetap berdasarkan bukti atau keterangan sama
dengan yang telah berdasarkan kenyataan.

Dan sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah :

sedikit pun dari kebenaran.

100

Seandainya manusia di beri kebebasan berdasarkan

dakwaan, tentunya banyak orang yang mendakwaakan

darah orang dan hartanya. Tetap1 orang yang dldak\aa

! itu harus bersumpah.
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(1962) Dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (1962) dan meraih Doktor
dari Universitas Hassanudin tahun 1982, Jabatan Yanag pemah dipegang adalah
bagian umum Kejaksaan Negeri Makasar (1961-1962), pejabat Kepala Kejaksaan
Negeri Manado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-
1967). Karya-karya Ilmiah Beliau adalah Hukum Pidana ekonomi, Delik-Delik
Tersebar di luar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Kamus
Hukum dlL.

. R. SUBEKTI. Ia Lahir pada tanggal 14 Mei 1914 di Solo Pendidikan yang perna
di tempuhnya adalah HIS, HBS, dan RH pada awalnya bekerja sebagai guru di
SMT Islam Solo dan RUJ semarang, Kemudin ia menjabat sebagai wakil Land
Raad dan Tio Hodzlin di Semarang di antara karyanya adalah Pembuktian KUHP,
Kamus Hukum, Pokok Hukum Perdata dll.

. Wiryono Projodikoro. Beliau di lahirkan pada tanggal 15 juni 1930 di Solo,
pendidikan yang pema di tempuh adalah RS, dan Universitas Lieden bagian
hukum. Jabatan yang perna di emban adalah Asisten Land Raad di Klaten, Ketua
Luar Biasa Land Raad Makasar, Ketua Land Raad Purworejo dan Kutoarjo.Karya.
Nmiyyah antara lain adalah Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia. '
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Jenis Kelamin - Laki-laki

Tempat / tanggal Lahir : Gresik, 15 April 1981

Agama - Islam
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Orang Tua

Bapak : HM Yahya

Ibu : Hj. Musyayadah

Pekerjaan . Wiraswasta/Rumah Tangga
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B. Riwayat Pendidikan
1. TK. Dharma Wanita Sidowungu-Menganti. Tamat Tahun 1987
2. M.I Miftahul Ulum Sidowungu — Menganti. Tamat Tahun 1993
SLTP YPM-1 Taman-Sepanjang-Sidoarjo. Tamat Tahun 1996
SMU Wachid Hasyim-2 Taman-Sepanjang-Sidoarjo. Tamat Tahun 1999
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